
 

BUPATI SIDOARJO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

NOMOR  8  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2016-2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDOARJO, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
dan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016-2021; 
 

Mengingat :    1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4287); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubahbeberapa kali terakhir dengan undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan; 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah; 

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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17.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 

Nomor 1 Seri E); 
18.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D); 

19.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4Seri E); 

20.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 

Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 61); 

21.    Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8           

Seri D); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

dan  
BUPATI SIDOARJO 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN    DAERAH   TENTANG   RENCANA   
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 

2016 - 2021. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Sidoarjo. 

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
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1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sidoarjo yang terdiri atas Sekretaris Daerah, 

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan 
Kecamatan. 

2. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan 

sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan 
berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, 

berdaya saing, maupun peningkatan indeks 
pembangunan manusia. 

3. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai denganmisi. 
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang 

dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada 
Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik 
berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 
kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) 

untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk 
barang dan jasa. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 

tahun. 
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

BAB II 
RUANG LINGKUP RPJMD 

 
Pasal 2 

 
(1)  RPJMD merupakan: 

a. Penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan 

WakilBupati Terpilih; 
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b. Memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta 

program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat 
Daerah 

yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 
indikatif; 

c. Dokumen untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 

disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten 
Sidoarjo Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo Tahun 
2009 - 2029 serta memperhatikan RPJM Nasional 

Tahun 2015 - 2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2015 - 2019, serta RPJMD dan RTRW 
Kabupaten/Kota sekitar. 

(2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan 
pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara 

perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan 
Kabupaten/ Kota sekitar. 

(3) RPJMD dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman 
dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja 
PD, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 
 

BAB III 
SISTEMATIKA RPJMD 

 
Pasal 3 

 

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
terdiri atas: 

a. BAB I      :   Pendahuluan;  
b. BAB II     :   Gambaran umum kondisi daerah; 

c. BAB III   :  Gambaran   pengelolaan   keuangan   daerah   
serta kerangka pendanaan; 

d. BAB IV    :  Analisis isu - isu strategis; 

e. BAB V     :  Visi, misi, tujuan, dan sasaran; 
f. BAB VI    :  Strategi dan arah kebijakan; 

g. BAB VII   : Kebijakan    umum    dan    program     
pembangunan daerah;  

h. BAB VIII : Indikasi  rencana program  prioritas yang 
disertai kebutuhan pendanaan;  

i.  BAB IX     :   Penetapan indikator kinerja daerah;  

j.    BAB X    :   Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. 
 

Pasal 4 
 

Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 5 
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(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 

a. Kebijakan perencanaan RPJMD; 
b. Pelaksanaan RPJMD. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebijakan perencanaan RPJMD; 
b. Pelaksanaan RPJMD; dan 

c. Hasil RPJMD 
(4) Pelaksana pengendalian dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

BAB V 
PERUBAHAN RPJMD 

 

Pasal 6 
 

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila : 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan 
tahapan dan tata cara penyusunan rencana 
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan; 
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara 
lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, 
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan 

keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan 
kebijakan nasional; dan/ atau 

d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila 
bertentangan dengan kebijakan nasional. 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 7 

 
Semua program dan kegiatan RKPD Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2016 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhimya 

Tahun Anggaran 2016. 
 

Pasal 8 
 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, 



Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun 
terakhir pemerintahannya. 

(2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama 

periode pemerintahan tahun berikutnya dengan 
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2005 - 2025 dan RPJMD 2016 - 2021 sebelum RPJMD 
periode berikutnya tersusun. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode 

pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. 
(4) RPJMD dijadikan dasar Lapora Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2016 sampai dengan 
Tahun 2021. 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo. 
 

Ditetapkan di Sidoarjo 

Pada tanggal 19 Oktober 2016 
BUPATI SIDOARJO 

 
          ttd 

 
     SAIFUL ILAH 

Diundangkan di Sidoarjo 

Pada tanggal  19 Oktober 2016 
 

SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO 

 
              ttd 
 

VINO RUDY MUNTIAWAN 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 6 
SERID 

 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO,PROVINSI JAWA  

 
 

TIMUR NOMOR 200-8 / 2016. 


